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PERUBAHAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 5 TAHUN 2013

Menimbang :

Meng. \gat

TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 188.34-9564 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 4
ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun
2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu
dilakukan perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Qanun
Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undarng-Undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3987);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh
Tamijang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4179);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355]);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran WNegara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 46343);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa, (Lembaran Negara Nomor 135 Tahun 2000, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4049},

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119
Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161});
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Nomor 153 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5179);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menetapkan

Dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5

Tahun 2013 tentang tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, dan ditambahkan satu ayat baru, yaitu
ayat (4) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah
Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar
atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan
Batuan.

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-
rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang
bersangkutan.

(4) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
berdasarkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan yang
ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 11
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie

pada tanggal 3/ \devembes 2019 M
4 o, Mzl 1441 H

fUPATI ACEH BARAT DAYA, &
/

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 3/ JAesember 2019 M
4 JmAGlAwnl 1441 H

SEKRETARIS DAERAH %
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